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EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN SOSIAL PADA
KELOMPOK MASYARAKAT KAWASAN HUTAN MBELILING,

KAB. MANGGARAI BARAT, NTT1

FirdausSTKIP PGRI Sumatera Barat, IndonesiaEmail : firdaus@stkip-pgri-sumbar.ac.id
ABSTRACT

Social development concept has evolved over the last decades, especially post-criticism of physical
development oriented. The social development are more social-oriented and prioritizing people
through participatory approaches. This asrticle discusses the evaluation of a Community as social
development project in the Mbleliling forest area, West Manggarai. The community group founded
by multi-stakeholders called Forum Masyarakat Peduli Kawasan Mbeliling (FPKM) is intended to
social development around the forest area. After one year, the forum has been evaluated on a large
multistakeholder meeting. The evaluation results show that the forum has not been able to answer
the multistakeholder expectations against its founders. The problem of funding and coordinating
are the main factors causing the inability of the forum to carry out the institution's mandate.

Keywords : Social Development, FKPM, Social Project Evaluation

ABSTRAK

Pasca kritik pembangunan berorientasi fisik berkembang beberapa dekade terakhir, berkembang
konsep pembangunan sosial yang lebih berorientasi pada aspek sosial dan mengutamakan
manusia melalui pendekatan partisipatif. Artikel membahas evaluasi terhadap proyek
pembangunan sosial melalui kelompok masyarakat di kawasan hutan Mbeliling, Manggarai Barat.
Kelompok masyarakat yang dibentuk oleh multifihak yang bernama Forum Masyarakat Peduli
Kawasan Mbeliling (FPKM) tersebut ditujukan untuk pembangunan sosial kemasyarakatan di
sekitar kawasan hutan. Setelah satu tahun didirikan, dilakukan evalusi terhadap keberadaan
forum. Hasil evalusi menunjukkan bahwa keberadaan kelompok belum mampu menjawab
ekspektasi multistakeholder terhadap pendirinya. Katiadaan dana dan sulitnya berkoordinasi
menjadi faktor penyebab utama ketidakmampuan forum menjalankan mandat lembaga.

Kata Kunci: Pembangunan Sosial, FKPM, Evaluasi Proyek Sosial

1 Data dalam paper merupakan bagian dari penelitian yang dibiayai oleh Burung Indonesia bekerjasama dengan
DANIDA dan DOF.
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PENDAHULUANPembangunan telah menjadi bagianpenting dalam dinamika perubahan ke arahyang lebih baik. Namun di berbagaikesempatan, banyak kalangan abai dalammemaknai substansi pembangunan yangpada intinya adalah upaya mengolah sumberdaya alam dan manusia serta interaksi antarakeduanya (Poerwanto, 2005), sehinggaparameter pembangunan sering diukurhanya dari output secara fisik denganmenjadikan fisik sebagai ukuran.Pembangunan diniali berhasil jika bangunanfisiknya sesuai dengan apa yangdirencanakan, sebaliknya substansipembangunan –untuk kehidupan manusiayang lebih baik secara ekonomi, politik,sosial, budaya dan lain sebagainya- seringterabaikan. Dalam banyak kasuspembangunan aspek sosial banyak tidakmenjadi perhatian. Sehingga tidak heranevaluasi terhadap model-modelpembangunan dunia ketiga yang minimdalam pemberdayaan dan lebihmengutamakan pertumbuhan menunjukkanadanya suatu dimensi yang “tertinggal” dariproses pelaksanaannya (Chamber, 1987).Dimensi yang tertinggal itu bisa dari aspeksosial, budaya, psikologis, dan lainsebagainya. Hal ini kemudian yangmenyebabkan pelaksanaan pembangunanmenuai banyak kritik dari berbagai kelompokmasyarakat.Dalam perspektif pemberdayaan,dimensi sosial yang tertinggal tersebutterutama berhubungan dengan berbagainilai-nilai lokal yang ada. Bagadion danKorten misalnya mengatakan bahwa Evaluasiproyek-proyek pembangunan di seanterodunia menunjukkan bahwa masalah sosialdan kelembagaan sering tidak cukupmendapat perhatian (Cernea, 1988). Hal initentu merupakan salah satu bentukkegagalan pembangunan sosial yang tidakdapat dipisahkan dari pembangunan fisik daninfrastruktur, meskipun di sisi lainpembangunan fisik dan infrastruktur jugapenting untuk meningkatkan kesejahteraandan menguatkan aspek sosialkemasyarakatan. Oleh karenanya, seiringdengan pengalaman dan hasil evaluasipembangunan, visi pembangunan nasionaldewasa ini telah berusaha menempatkanmanusia sebagai pusat perhatian.

Pembangunan ekonomi diyakini harussejalan dengan pembangunan sosial, sehinggapertumbuhan ekonomi dapat menyumbanglangsung terhadap peningkatan kualitaskesejahteraan sosial, sebaliknyapembangunan sosial dapat menyumbanglangsung terhadap pembangunan ekonomi.Pembangunan sosial terutama munculsebagai solusi atas kegagalan pembangunankonvensional yang berorientasi pertumbuhandan minim dalam mempertimbangkan aspeksosial kemasyarakatan. (Wirutomo, 2013).Bersamaan dengan munculnya isupembangunan sosial, kebijakanpembangunan yang dibuat dan dicanangkanlebih bersifat pemberdayaan dibandingpertumbuhan. Upaya-upaya pemberdayaanterutama bertujuan untuk pengembanganmasyarakat yang berfungsi sebagai suatubasis untuk menangani banyak masalahsosial dalam masyarakat kontemporer.Pengembangan masyarakat dinilai lebihmenjanjikan suatu solusi yang lebihmencakupi bagi banyak masalah sosialkontemporer yang paling menekan spertipenangguran, kemiskinan, kejahatan,kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya(Ife & Tesoriero, 2014).Seiring dengan berkembangnyapendekatan pemberdayaan dalampembangunan, beberapa studi tentangpemberdayaan banyak dilakukan dalamupaya menyebarluaskan praktekpemberdayaan di berbagai tempat. Namunstudi-sudi tersebuut mayorits berkisar padapemberdayaan sektor informal. Isu utamastudi-studi tersebut terutama adalahpemberdayaan untuk meningkatan ekonomi.Studi Deden Muhammad Haris misalnya,membahas tentang pengembangan usahasektor informal untuk mendukungpertumbuhan ekonomi. Studi ini lebihberfokus penanganan sektor informal diperkotaan (Haris, 2011). Studi ini lebihbanyak menarasikan sektor informal dankabijakan penanganannya oleh pemerintahketimbang membahas upaya-upayapemberdayaan terhadap sektor informal,yaitu pedagang kaki lima (PKL) yang menjadifokus studi. Studi yang serupa, dilakukanWauran tentang pemberdayaan sektorinformal di kota Manado. Dalampembahasannya, membahas pemberdayaanyang dilakukan oleh Bank BRI Unit terhadap
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sektor informal dalam memberikan pinjaman(Wauran, 2012).Studi lain dilakukan oleh Relawan,tentang pemberdayaan kelembagaan oleh PT.Telkom CDC terhadap UMK Mitra Binaan.Meskipun studi ini bertopik pemberdayaankelembagaan, namun pembahasan lebihdominan pada penguatan kelembagaan darilembaga usaha yang unbankable menjadilembaga usaha yang bankable yangmerupakan kendala umum yang dialami olehUMK di Indonesia untuk mendapatkan danabantuan modal dari lembaga perbankan(Relawan, 2014). Secara terperinci, Relawantelah mndeskripsikan proses pemberdayaanyang dilakukan oleh PT. Telkom terhadapUMK Mitra Binaan dan mengukurkeberhasilan proses pemberdayaan tersebutdengan skala keberhasilan dalampemberdayaan.Studi lain, dan merupakan studi pentingdalam penulisan artikel ini adalah tulisanPaulus Wirutomo dalam mendefenisikanpembangunan sosial. Dengan menceritakansektor informal di kota Solo, Wirutomomendefenisikan pembangunan sosial secarasosiologis dengan menekankan pembahasanpada tiga usnsur utama dalampenmbangunan masyarakat, yaitu struktur,kultur dan proses sosial (Wirutomo, 2013,2014). Dalam artikelnya, Wirutomokemudian mendefenisikan konseppembangunan sosial dengan sebelumnyamengkritik pembangunan yang terlalusektoral dan berorientasi pada pertumbuhan.Konsep pembangunan sosial yangditawarkan Wirutomo kemudian menjadikonsep penting dalam artikel ini. Dalamartikel ini penulis memilih pemberdayaanpada proses pembangunan yang tidak hanyaberorientasi pada pertumbuhan ekonomi,tapi juga pada proses pembangunan sosialyang berorientasi pada keberdayaanmasyarakat dalam membangun struktursosial baru untuk mengembalikan ataumelahirkan yang menjadi kerangka acuandalam proses sosial yang lain. Denganpemahaman seperti demikian, artikel iniakan membahas proses pembangunan sosialmelalui pembangunan kelompok masyarakatkawasan hutan yang dibangun oleh LSMuntuk menjaga kelastarian alam. Meskipunmuara dari proses pembangunan sosialtersebut adalah untuk peningkatankesejahteraan, namun tujuan utama dari

pembentukan kelompok lebih kepadapelestarian hutan untuk peningkatankesejahteraan ketimbang untuk kepentinganekonomi semata. Selain itu, artikel ini akanberfokus pada pembanhasan evaluasiterhadap protek pembangunan sosial melaluipembentukan kelompok.
METODEArtikel ini ditulis dari catatan lapanganpenulis selama melakukan field work untukpenelitian kearifan lokal dalam pengelolaanhutan di kawasan Mbeliling pada tahun 2009yang didanai oleh Burung Indonesia. Dalamproses pengumpulan data penelitian, penulisdilibatakan dalam pertemuan besar ForumPeduli Kawasan Mbeliling (FPKM) yangdibentuk oleh oleh stakeholder Mbeliling.Dalam pertemuan tersebut, penulisdilibatkan sebagai fasilitator untukmelakukan evaluasi perjalanan satu tahunforum. Data yang disajikan dalam artikel iniadalah poin-poin penting yang dihasilkandalam diskusi kelompok dalam pelaksanaanevaluasi. Selain itu, data juga bersumber daripenelitian kualitatif yang penulis lakukanmelalui wawancara, observasi dan studidokumen untuk penelitian karifan lokal.Secara keseluruhan, data yang disajikanmerupakan data pada kegiatan penelitiantersebut dan setelahnya tidak adapembaharuan terhadap data. Penambahanbeberapa kajian ilmiah dalam penulisan iniadalah bagian dari studi akademik untukmelangkapi artikel ini sebagai artikel ilmiah.
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN
PEMBERDAYAANSakamoto menyebutkan bahwa defenisisasli pembangunan sosial  sejak 1960-an dan1970-an menekankan pada infrastruktursosial untuk mendukung pembangunanekonomi. Konsep ini berhubungan denganmainstream pembangunan selama periodeini yang berfokus pada pembangunanekonomi. Barulah sejak akhir 1970-1980konsep pembangunan sosial dimulai denganmelibatkan kepuasan BHN (Basic Human
Needs)  menggunakan startegi pembangunanbaru dengan partisipasi. Tujuanpembangunan sosial adalah upayapengurangan kemiskinan, penyediaanlapangan kerja dan integrasi sosial
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(Sakamoto, 2003). Pembangunan sosial,dengan mengacu pada apa yang sisebutkanoleh Sakamoto haruslah dilakukan sebagaisuatu pendekatan terencana dan sistematisdalam rangka peningkatan kesejahteraansosial, dengan memberikan respons terhadapmasalah-masalah yang dihadapi masyarakatmelalui pemberdayaan yang melibatkanpartisipasi mereka. Dalam hal ini, masyarakatbertanggung jawab untuk mengidentifikasikebutuhan-kebutuhan, menetapkan prioritasdalam lingkup, dan memantau sertamengevaluasi program-program yang dikenaldengan istilah pengembangan masyarakat(Ife & Tesoriero, 2014).Pengembangan masyarakat bukanlahtentang mendefenisikan dan menetapkankomunitas, tetapi lebih merupakan suatuproses dialog, pertukaran, peningkatankesadaran, pendidikan dan aksi yang sedangberjalan dan kompleks yang bertujuanmenolong orang-orang yang konsenmembangun komunitas versi mereka sendiri(Ife & Tesoriero, 2014). Upaya membangunkomunitas melalui pengembanganmasyarakat sesungguhnya adalah bagian darirekayasa proses sosial yang merupakanunsur penting dalam sistem sosial. Dariproses rekayasa proses sosial tersebutkemudian struktur dan kultur yang adadalam masyarakat dipengaruhi. Hal inilahyang oleh Paulus Wirutomo disebut denganpembangunan sosial yang menurutnya bukansekedar memperbesar dan mempercepatoutput material atau ekonomi, tetapibagaimana membangun ekonomi yangberakar pada elemen dasar kehidupan sosialmasyarakat, yaitu struktur (keseimbanganhubungan kekuasaan menjadi lebih inklusifpartisipatoris), kultur (sistem nilai yangmengangkat martabat kemanusiaan), prosessosial (ruang bebas untuk berekspresi,beraspirasi dan bernegosiasi) (Wirutomo,2011, 2013).Lebih lanjut, Wirutomo mengatakanbahwa pembangunan sosial dapatberlangsung melalui ketiga unsur pentingdalam masyarakat (kultur, struktur dankultur) secara satu persatu atau bersamaan(Wirutomo, 2011, 2013). Di kota Surakartayang menjadi area studinya, prosespembangunan sosial dilakukan olehpemerintah kota melalui kebijakan (strktur)dengan Perda No. 3 tahun 2008 tentangpengelolaan PKL. Berdasarkan Perda

tersebut pemerintah kota kemudian menatadan mengelola PKL di Kota Surakarta. Prosespenataan dan pengelolaan tersebut kemudianberpengaruh terhadap sistem nilai dan sikapPKL, budaya berorganisasi dan partisipasiyang merupakan aspek kultural (Wirutomo,2013). Melalui pembangunan strukur,pembangunan sosial sekaligus menjadielemen yang ikut menjadi bagian dalamproses pembangunan sosial. Makapembangunan sosial adalah pengembanganproses sosial yang juga sekaliguspengembangan kultur dan struktur sosialdimana semua anggota akan memiliki ruangsosial yang lebih untuk mengembangkanproses sosial (Hardjosoekarto, 2012).Pembangunan sosial yang dikembangkandalam komitmen KTT Sosial di Copenhagentpada tahun 1995 di luar aspek eknomi ntaralain adalah untuk menciptakan lingkunganekonomi, politik, sosial, budaya dan hukumyang memungkinkan untuk pembbangunansosial (Sakamoto, 2003). Oleh karenanyapembangunan sosial harus dimulai melaluiproses pemberdayaan masyarakat dalammemahami persoalan yang mereka hadapai.Dengan pemahaman terhadap persoalanhidup mereka, masyarakat akan mampumendesain aktifitas ekonomi untukmeningkatkan kesejahteraan dengan tetapmempertimbangkan aspek-aspek sosial dilingkungan mereka. Pelaksanaanpembangunan dalam konteks ini perludidekatkan pada situasi dan kondisikehidupan masyarakat setempat.Pelaksanaan pembangunan perlu mengikutimekanisme dari, oleh, serta dan untukmasyarakat yag oleh Chambers disebut polapemberdayaan, yaitu sebuah konseppembangunan yang merangkum nilai-nilaisosial dan mencerminkan people centred,
participatory, empowering dan sustainable.Dan ini juga yang kemudian disebut denganpembangunan yang berpusat pada rakyat(Chamber, 1987).Konsep utama pembangunan yangberpusat pada rakyat cukup sederhana,karena merupakan pendekatanpembangunan yang memandang inisiatifkreatif rakyat sebagai sumber dayapembangunan yang utama dan memandangkesejahteraan material dan spiritual merekasebagai tujuan yang ingin dicapai dalamproses pembangunan. Kekurangan dasar darimodel-model pembangunan yang
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konvensional, baik yang sosial maupun yangkapitalis, adalah bahwa model tersebutterlalu memusatkan parhatian kepadaproduksi, sehingga kebutuhan sistemproduksi lebih diutamakan dari kebutuhanrakyat (Susiana & Indahri, 2000). Denganmeminjam konsep pemberdayaan Korten(1993) yang pada intinya memberi perankepada lapisan bawah dalam prosesperencanaan, pelaksanaan dan pengawasanpembangunan (Suherman, 2004), makapemerintah hanya berperan untukmengurangi hambatan dan kendalapartisipasi masyarakat dalam menyusunprogram yang lebih memberi kesempatankepada masyarakat untuk untuk belajar danberperan aktif dalam memanfaatkan danmengelola sumber daya lokal yang ada.Dengan demikian, aspek terpenting dalamproses pemberdayaan –kesadaran untukturut berpartisipasi dari dan olehmasyarakat- akan tumbuh dari masyarakat.Partisipasi masyarakat dimaksudkan di siniadalah keterlibatan secara aktif dalamperencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatankebijakan pembangunan yang dicanangkanoleh pemerintah sebagai pembuat kebijkan(decision maker). Partisipasi menjadi pentingkarena tanpa partisipasi dari masyarakatsebuah perencanaan pambangunan sosialtidak akan berjalan secara optimal dengantanpa ketrlibatan dan partisipasi penuh darimasyarakat.Conyers (1994) menyebutkan bahwapentingnya partisipasi pembangunandidasarkan kepada tiga alasan. Pertama,partisipasi merupakan alat untukmemperoleh informasi mengenai kondisi,kebutuhan dan sikap masyarakat yang tanpakehadirannya bisa gagal. Kedua, masyarakatbisa percaya dimana ia ikut dilibatkan dalamdalam tahap persiapan dan perencanaannya.Ketiga, bahwa partisipasi merupakan hakdemokrasi masyarakat apabila ia dilibatkandalam pembangnan masyarakat (Yusnen,1997). Prettty & Guijt (1992) menyebutkanbahwa pendekatan pembangunan yangpartisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tetang sistemkehidupan mereka sendiri. Pendekatan iniharus menilai dan mengembangkanpengetahuan dan keterampilan mereka, danmemberikan sarana yang perlu bagi merekasupaya dapat mengembangkan diri(Mikkelsen, 2011).

MONITORING DAN EVALUASI PROYEK
SOSIALMonitoring dan evaluasi merupakansalah satu sistem pendukung yang akan turutmenentukan keberhasilan programpembangunan. Ia merupakan alat praktisyang harus menjadi bagian dalam suatumanagemen yang baik (Bamberger & Hewitt,1986). Monitoring adalah suatu cara untukmengetahui apakah suatu kegiatan berjalansesuai atau sedekat mungkin dengan rencanaserta menggunakan sumber daya secaratepat. Evaluasi adalah penilaian tentangbagaimana program dijalankan, apakahproses dan dampaknya sudah sesuai denganyang diharapkan, serta mengecek faktor-faktor penghambat yang dihadapi, danfaktor-faktor pendukung yang dimiliki, untukmencapai tujuan. Dengan kata lain,monitoring dan evaluasi adalah kegiatanuntuk mengecek, mengawasi, dan menilaijalannya program mulai dari tahap sosialisasidan orientasi awal, perencanaan,pelaksanaan konstruksi, hingga ke kegiatanpenyelesaian pembangunan fisik danpemeliharaannya (UNDP, n.d.).Monitoring merupakan aktifitas internaldalam suatu projek untuk mengecek pertamaapakah sumberdaya projek dialokasikan dandigunakan sesuai peruntukan dan jadwalyang ditetapkan. Kedua apakah luaran yangditargetkan terlaksana sesuai jadwal danbiaya yang efektif, dan ketiga untuk menilaiefisiensi pelaksanaan project (Bamberger &Hewitt, 1986). Monitoring adalah pengecekanberkala terhadap perkembangan programmelalui pengumpulan informasi secara rutindan sistematis. Monitoring juga diartikansebagai cara untuk mengetahui apakah suatukegiatan berjalan sesuai atau sedekatmungkin dengan rencana serta menggunakansumber daya secara tepat (UNDP, n.d.).Definisi monitoring bisa bervariasi, tetapipada dasarnya prinsip yang digunakanadalah sama, yaitu penilaian yang terusmenerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatanproyek di dalam konteks jadwal-jadwalpelaksanaan dan terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran di dalamkonteks harapan-harapan rancangan.Monitoring merupakan kegiatan proyek yangintegral, bagian penting dari praktekmanajemem yang baik dan karena itumerupakan bagian yang integral dari
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manajemen sehari-hari (Casely & Kumar,1991).Evaluasi adalah penilaian tentangbagaimana program dijalankan, apakahproses dan dampaknya sudah sesuai denganyang diharapkan, serta mengecek faktor-faktor penghambat yang dihadapi, danfaktor-faktor pendukung yang dimiliki, untukmencapai tujuan (UNDP, n.d.). Selain ituevaluasi adalah assesment dari manfaatprogram dengan mengukur dampak merekaterhadap pencapaian tujuan mereka, untukmemberitahu kita apakah program itu suksesdan bagaimana membuatnya lebih baik demioutput yang diinginkan. Casely & Kumar(1991:2) mendefenisikan evaluasi sebagaipenilaian berkala terhadap relevansi,prestasi, efisiensi, dan dampak proyek dalamkonteks tujuan yang telah disepakati.Evaluasi biasanya menyangkutperbandingan-perbandingan yangmemerlukan informasi dari luar proyek –tentang waktu, kawasan, atau populasi.Evaluasi bertujuan untuk, pertamamenilai sejauh mana dampak project yangditargetkan telah tercapai dan keduamembandingkan efektivitas biaya yangdigunakan dalam project denganmenggunakan alternatif-alternatif yangmungkin (Bamberger & Hewitt, 1986).Dengan demikian, dapat dikatakanmonitoring dan evaluasi adalah kegiatanuntuk mengecek, mengawasi, dan menilaijalannya program mulai dari tahap sosialisasidan orientasi awal, perencanaan,pelaksanaan konstruksi, hingga ke kegiatanpenyelesaian pembangunan fisik,pemeliharaan hingga manfaat yang yangdihasilkan oleh suatu pembangunan dalamkehidupan orang banyak. Namun demikian,evaluasi berbeda dengan monitoring, tapirelatif sangat dekat. Keduanya (monitoringdan evaluasi) adalah alat manajemen. Padakasus monitoring, informasi untukmengetahui kemajuan menurut yangdisetujui sebelumnya di dalam rencana danjadwal rutin yang dikumpulkan.Ketidakcocokan antara aktual denganpelaksanaan yang direncanakan haruslahdilakukan identifikasi dan koreksi. Ketikaditemukan saat monitoring hasilpembangunan (effect, impact) kadang kalaterjadi pada evaluasi berjalan (on-going
evaluation). Dalam pembangunan sosial,evaluasi tidak hanya terfokus pada aspek

fisik yang dihasilkan dari sebuah rancanganpembangunan. Namun, sebuah pembangunansosial mesti dievaluasi dari aspeksejauhmana upaya pembangunan sosialtersebut telah memberikan dampak positifbagi upaya perubahan sosial yangdirencanakan yang didisain untukmengangkat kesejehteraan penduduk secaramenyeluruh.
FORUM PEDULI KAWASAN MBELILING
(FPKM); PEMBANGUNAN SOSIAL
MELALUI ORGANISASI MASYARAKATHutan Mbeliling merupakan kawasanhutan yang terletak di Barat Daya PulauFlores. Secara administratif termasuk kedalam Kabupaten Manggarai Barat, sebuahkabupaten yang hasil pemekaran darikabupaten Manggarai. Menurut data BurungIndonesia (2009) Hutan Mebelilingmerupakan hutan tropis yang hanya berjarakkurang lebih 12-20 km arah tenggara ibukotakabuapten, Labuan Bajo. Lereng yang curammendominasi topografi kawasan ini, dengan60% area berada pada ketinggian antara 0-499 m, sisanya 35% pada ketinggian 500-1.000 m dan 5% di atas 1.000 m. Tipe hutanyang terdapat di dalam kawasan ini meliputihutan tropika semi awet-hijau di atas batuanvulkanik yang terdapat pada ketinggianantara 400-1.100 m, hutan tropika basahluruh daun di atas batuan vulkanik padaketinggian di bawah 400 m. Sungai Wae Ndeomengalir melalui kawasan ini dan bermuaradi Laut Sawu. Secara keseluruhan alokasikategorikal kawasan hutan Mbeliling terdiridari 7.624,083 Ha hutan konversi, 8.252,864Ha hutan lindung, 13.079,183 Ha hutanproduksi terbatas dan 1.456,230 Ha arealpenggunaan lainnya. Secara administratifkawasan ini di kelilingi oleh 27 Desa yangtersebar di tiga kecamatan (Komodo, SanoNggoang dan Lembor) (Firdaus, 2012).Kawasan Mbeliling dan Sano Nggoangberperan sebagai tempat perlindungan bagitumbuh-tumbuhan endemik dan spesies-spesies burung yang khas. Beberapa spesiesdiketahui memiliki hubungan dengan spesiesdi Kalimantan, Filipina, dan Irian dimasa lalu.Lebih dari 20 spesies tumbuhan baru telahdideskripsikan berdasarkan koleksi dariMbeliling. Hingga saat ini spesies-spesiestersebut hanya dijumpai di kawasan ini,termasuk perwakilan dari marga-marga baru
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untuk Nusa Tenggara (Urobotrya florensisdan Sympetalandra schmutzii) dan jugabeberapa spesies pohon (Helicia sp. dan
Ternstroemia sp.) serta beberapa spesiesanggrek (Corybas sp. dan Coelogyne sp.) yangbelum dapat dideskripsikan.Hutan Mbeliling selain itu juga berperanuntuk mempertahankan kualitas air denganmengikat tanah dan mengurangi kerusakantanah karena cuaca dan erosi. Hilangnyahutan atau meningkatnya degradasi hutan diKawasan Mbeliling menyebabkan sungai-sungai kecil dan sungai-sungai besar yangmengalir ke Selat Rinca mengalamipendangkalan. Kondisi ini akan sangatmerusak keanekaragaman terumbu karang diKawasan Taman Nasional Komodo sekitar 20km disebelah barat Labuan Bajo yangmerupakan Situs Warisan Dunia (Firdaus,2012). Mempertimbangkan fungsi hutan yangsangat penting dan acaman yang dihadapihutan itu sendiri, melahirkan sebuah gagasantentang pentingnya menjaga hutan darikerusakan yang disebabkan oleh tanganmanusia. Maka, dalam upaya tersebutpemerintah setempat (Manggarai Barat)bersama multipihak menggagaspemeliharaan hutan melalui masyarakatdengan membentuk forum yang tugasutamanya ada mendorong masyarakat untukturut serta melestarikan hutan untukkesejahteraan masyarakat banyak secaraekonomi dan sosial.Kemudian berdasarkan kepedulian,kecintaan dan kepentingan para pihak diManggarai Barat terhadap KawasanMbeliling, Forum Peduli Kawasan Mbeliling(FPKM) berdiri dan dideklarasikanpendiriannya pada tanggal 26 Juni 2008 diAula Stella Maris-Labuan Bajo yang dilakukanmelalui pertemuan multipihak. Multifihakdimaksud adalah Pemerintah DaerahManggarai Barat, LSM, tokoh masyarakat danpemerintah Desa. Adapun visi dari FPKMadalah terwujudnya pengelolaan KawasanMbeliling yang menjamin kepentinganekologis, ekonomis dan sosial budayamasyarakat sekitar Mbeliling khususnya danManggarai Barat pada umumnya. Denganfokus kegiatan kesejahteraan masyarakatsekitar Kawasan Mbeliling dan kelestarianlingkungan, visi di atas kemudian diturunkandalam bentuk misi, yaitu :

1. Bekerjasama dengan semua pihakterkait untuk mengelola danmelestarikan Kawasan Mbeliling.2. Berupaya membangun pemahaman,kepedulian dan kecintaan padakelestarian Kawasan Mbeliling.3. Memberdayakan masyarakatdisekitar kawasan Mbeliling dalamrangka meningkatkankesejahteraannya.4. Meningkatkan peran institusi lokaldalam pengelolaan sumberdaya alam.Dengan memeprtimbangkan aspek sosialdalam mencpai visi pembangunan sosial danekonomi kemasyarakatan, FPKM memegangteguh prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :1. Mengakui dan menghargaikeberadaan para pihak.2. Anti kekerasan.3. Senasib dan sepenanggungan(solider).4. Musyawarah dan mufakat.5. Bertanggungjawab.6. Peduli terhadap masyarakat danKawasan Mbeliling.7. Terbuka.8. Berkelanjutan.9. Kesetaraan dan keadilan.10. Keswadayaan.11. Suka rela.
EVALUASI PEMBANGUNAN SOSIAL
MELALLUI FPKM; MENGUKUR
KEBERHASILAN MELALUI TINGKAT
PARTISIPASITanggal 26 Juni 2009, FPKM genapberusia satu tahun dan dilaksanakanpertemuan besar dalam rangka mengevaluasisatu tahun keberadaan forum di kawasanMbeliling. Selain itu, pertemuan jugamendiskusikan tentang mekanisme danaturan kontribusi pemeliharaan hutan bagiorang hulu yang selama ini memeliharahutan. Selain untuk kepentingan internalkelambagaan, forum juga membahasrancangan Peraturan Daerah (Perda) tentangkontribusi pemeliharaan pelestarian hutanoleh orang hulu. Peraturan tersebut antaralain mengatur tentang pengelolaapembayaran oleh masyarakat di hilir yangselama ini memanfaatkan air yang dihasilkan
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oleh hutan yang dipelihara oleh masyaarkatdi hulu. Dalam evaluasi, pertemuan besarjuga membahas tentang kinerja forum dalamsatu tahun sejak dideklarasikan. Dalampertemuan muncul evaluasi dari peserta yanghadir tentang tidak berjalannya koordinasidalam forum. Sehingga hal tersebutmenjadikan forum yang meliputi 27 desa dikawasan Mbeliling tidak berjalansebagaimana mestinya. Dengan tidak adanyakoordinasi antar sesama pengurus forum,secara otomatis forum juga belummelaksanakan serangkaian program kerjayang sudah dirancang setahun yang lalu.Dalam diskusi kelompok yang dibagi perdivisi yang ada (empat divisi)2 hampir semuadivisi menyebutkan bahwa kendala yangdihadapi dalam melaksanakan rodaorganisasi dan tidak berjalannya komunikasiadalah disebabkan oleh persoalan finansialyang tidak ada dalam melaksanakan aktifitasorganisai. Kendala finansial menjadi kendalautama yang menyebabkan tidak berjalannyaorganisasi tersebut. Selain itu, sebaranpengurus yang berada di sekitar kawasanMbeliling juga menjadi kendala yangmenyebabkan renggangnya komunikasi.Namun, dalam kelompok juga mencuatbahwa kendala itu akan dapat diatasi denganadanya kecukupan finansial.Suatu pembangunan sosial sebagaimanatelah disinggung di atas tidak dapat tidakharus memberikan sumbangan terhadapperubahan sosial. Perubahan sosial dimaksudadalah perubahan ke arah yang lebih baik.Perubahan tersebut antara lain dapat diukurmelalui partisipasi sosial dan kesejahteraanmasyarakat dimana pembangunan sosialdilakukan. Untuk mengukur partisipasi sosialmasyarakat dalam suatu pembangunan sosialperlu dilihat keterlibatan masyarakat secaraaktif dalam perencanaan, pelaksanaan danpemanfaatan kebijakan pembangunan yangrencanakan baik oleh pemerintah maupunswasta. Adapun indikator yang dapatdigunakan dalam melihat pertisipasi dalampembangunan sosial, terutama dalampembentukan kelompok dalam kasus FPKMini adalah sejauhmana keterlibatan aktifmasyarakat sekitar hutan Mbeliling dalam
2 Dalam diskusi kelompok, penulis diminta untuk
menjadi fasilitator kelompok yang membahas divisi
pelayanan publik

proses perencanaan, pelaksanaan danpengawasan terhadap forum dimaksud.Dalam kasus FPKM, merujuk ke sejarahpendiriannya pada tahun 2008, keterlibatanmasyarakat hanya pada level elitnyamasyarakat dan pembentukan forum jugatidak diprakarsai oleh masyarakat pada level
grass root sehingga terkesan forum hanyamilik elit masyarakat (kepala desa, tua golodan tokoh LSM). Sehingga partisipasimasyarakat lapisan bawah tidak terlihat. Inikemudian yang menjadikan forum semakintidak mampu mengambil partisipasi darimasyarakat. Dari hasil evaluasi dalampertemuan satu tahun FKPM, yang menjadikendala utama masyarakat dalammenjalankan roda organisasi adalahpersoalan finansial. Sebagai organisasi sosial,dan didalamnya dituntut partisipasi sosial,semestinya persoalan finansial tidak menjadikendala berarti bagi masyarakat untukberpartisipasi. Persoalan tersebut tentudapat ditanggulangi dengan keswadayaanmasyarakat dalam menjalankan aktifitasorganisasi sosial yang mereka bangun.Artinya, dengan masih menjadi kendalautama persoalan finansial bagi masyarakatdalam menjalankan organisasi, partisipasibelumlah optimal dalama tubuh masyarakat,dan pembangunan sosial dalam hal ini bolehdikatakan gagal. Hal tersebut dilihat dari poladan sudut pandang masayarakat terhadappelaksanaan kegiatan forum yang merupakan”milik” mereka. Di sisi lain, dengan adanyakecemburuan sosial dari masayarakat huluterhadap masayarakat hilir yang hanyamenikmati hasil air dari kegiatan merekamelestarikan hutan, dalam konteks inipembangunan sosial juga mengalamikegagalan. Hal tersebut terutama dilihat darisosial capital masyarakat yang melemahdengan mengukur aktifitas mereka denganmateri. Kesadaran masyarakat dalammemelihara hutan masih sebagai sebuahkesadaran semu karena tuntutan pemerintahatauran karena aturan hukum yang mengikat.Kesadaran yang sesungguhnya dalammemelihara hutan tidak muncul sebagaisebuah kesadaran bahwa mereka mempunyaikewajiban memelihara hutan karena merekajuga membutuhkan hutan pada hakikatnya.Kemudian, di sisi lain upaya kekesejahteraan masayarakat juga belummenampakkan hasil. Hal tersebut terlihatdari tingkat partisipasi masyarakat terhadap
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forum. Forum baru mampu menghadirkanorang-orang yang ada pada level elit desa danbelum mampu masuk ke tingkat akar rumputdimana persoalan kesejahteraan menjadipersoalan utama. Dengan tidak adanyarespon yang baik dari akar rumput, tentu halini menunjukkan bahwa upaya ke arahkesejahteraan masyarakat belum ada.Dimana, jika forum mampu meningkatkankesejahteraan masyarakat, tentu secaraotomatis masyarakat akan turutberpartisipasi dengannya.
KESIMPULANPembangunan mestilah memberikanmanfaat yang lebih bagi masyarakat luas,karena betapapun secara filosofispembangunan bertujuan untuk kesejehteraanmasyarakat secara luas dan menyeluruh.Sehingga dengan demikian suatupembangunan menjadi lebih tepat guna danberdaya guna serta bermanfaat banyak bagimasyarakat. Tidak terkecuali pembangunansosial, selain upaya membangun untukmalakukan perubahan sosial, ia harusmenjadi faktor utama dalam meningkatkankesejahteraan masayarakat. Sehingga dengandemikian, antara sektor sosial dan sektorekonomi dalam masyarakat terjasikeseimbangan (equilibrium)Sebagai sebuah upaya pembangunansosial, keberadaan FPKM belumlah mampumembawa perubahan sosial terutama dalamhal paradigma masayarakat terhadapaktifitas yang mereka lakukan dan kaitannyadengan forum yang ada. Hal tersebut terlihatdari bagaimana tingkat partisipasi baru padalevel elit desa dan belum menyentuh ketingkat akar rumput. Ke depan, FPKM perlulebih kuat dalam sosialisai terhadapmasayarakat akar rumput denganmemberikan upaya-upaya penyadaranterhadap masayarakat akan arti pentingpelestarian hutan bagi kehidupan mereka.Karena betapapun, akar rumput adalahsektor dominan dalam pelastarian dansekaligus pemanfaatan hutan
DAFTAR PUSTAKABamberger, M., & Hewitt, E. (1986).

Monitoring and Evaluating Urban

Development Programs; A Handbook for
Program Manager and Researcher.Washington DC: The World Bank.Casely, D. J., & Kumar, K. (1991). Pemantauan
dan Evaluasi Proyek Pertanian. Jakarta:UI Press.Cernea, M. M. (1988). Mengutamakan
Manusia Dalam pembangunan, Variabel-
variabel Sosiologi dalam Pembangunan.Jakarta: UI-Presss.Chamber, R. (1987). Pembangunan Desa
Mulai dari Belakang. Jakarta: LP3ES.Firdaus. (2012). Puar Cama Untuk Anak Cucu:Kearifan Lokal Untuk SustainabilityForest di Manggarai Barat. Jurnal Ilmu
Sosial Mamangan, 1(1), 39–50.Hardjosoekarto, S. (2012). Construction ofSocial Development Index as aTheoretical Research Practice in ActionResearch. Systemic Practice and Action
Research, 25(6), 493–509.http://doi.org/10.1007/s11213-012-9237-9Haris, D. M. (2011). Strategi PengembanganUsaha Sektor Informal DalamKemiskinan Di Perkotaan. In Simposium
Nasional Otonomi Daerah (pp. 239–245).Jakarta: LAB-ANE FISIP Untirta.Ife, J., & Tesoriero, F. (2014). Community
Development: Alternatif Pengembangan
Masyarakat Di Era Globalisasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Mikkelsen, B. (2011). Metode Penelitian
Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan:
Panduan Bagi Praktisi Lapangan.Jakarta: Yayasan Pustaka OborIndonesia.Poerwanto, H. (2005). Kebudayaan dan
Lingkungan Dalam Perspektif
Antropologi. Yogyakarta: PustakaPelajar.Relawan, I. N. (2014). Model PemberdayaanKelembagaan Usaha Miro & Kecil (UMK)Pada Unit Telkom CDC PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Sosiohumaniora, 16(2), 156–164.Sakamoto, K. (2003). Social Development ,
Culture , and Participation : Toward
Theorizing Endogenous Development in
Tanzania. Graduate School of Asia-Pacifict Studies Waseda University(GSAPS).Suherman. (2004). Karakteristik Kelaurga
Miskin dan Analisis Program
Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan :



Firdaus – Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial…

Copyright © 2016, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan | 22

Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat
Miskin di Kecamatan Canduang
Kabupaten Agam Propinsi Sumatera
Barat. Universitas Andalas.Susiana, S., & Indahri, Y. (2000).
Pembangunan Sosial, Teori dan Implikasi
Kebijakan. Jakarta: DepertemenPengkajian dan Pelayanan InformasiSekjend DPR RI bekerjasama denganKonrad Adenauer Stiftung.UNDP. (n.d.). Panduan ANSSP Volume 6-Monitoring dan Pengendalian. UNHABITAT.Wauran, P. C. (2012). Strategi PemberdayaanSektor Informal Perkotaan di KotaManado. Jurnal Pembangunan Ekonomi
Dan Keuangan Daerah (PEKD), 7(3).Wirutomo, P. (2011). Social DevelopmentPolicies on Informal Sector in Solo.
International Journal of Administrative &

Arganization, 18(2), 94–107.Wirutomo, P. (2013). Mencari MaknaPembangunan Sosial : Studi KasusSektor Informal di Kota Solo.
Masyarakat, Jurnal Sosiologi, 18(1), 101–120.Wirutomo, P. (2014). SociologicalReconceptualization of SocialDevelopment: With Empirical Evidencefrom Surakarta City, Indonesia. Asian
Social Science, 10(11), 283–293.http://doi.org/10.5539/ass.v10n11p283Yusnen. (1997). Persepsi dan Partisipasi
Masyarakat dalam Perencanan
Pembangunan di Tingkat Nagari : Kasus
Pada Nagari Ganggo Hiliah dan Nagari
Pauah di Kabupaten Pasaman Propinsi
Sumatera Barat. Universitas Andalas.


